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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan analisis peneliti yang dilandaskan teori mengenai model 
implementasi oleh Van Metter dan Van Horn, menjelaskan ada beberapa variabel 
yang membahas bagaimana model implemetasi yang seharusnya atau yang baik, 
dengan ini kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Nagari Tanjung Gadang 
yaitu Peraturan Nagari Nomor 7 Tahun 2010 Pasal 2 Tentang Penyakit 
Masyarakat dapat memecahkan masalah bagaimana memberantasi penyakit 
masyarakat yang ada di lingkungan Kenagarian Tanjung Gadang. 
Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Nagari Tanjung Gadang dalam 
memberantasi penyakit masyarakat ini adalah dengan memberikan sosialisasi 
mengenai kebijakan ini ke masayarakat nagari, memberikan sanksi kepada setiap 
pelanggar supaya tidak terulangi lagi kejadian menyimpang itu, dan 
mengikutseratkan kalangan masyarakat dalam penggunaan sumber daya dalam 
menjalankan peraturan nagari ini bertujuan untuk saling mengontrol satu sama 
lain dengan mempersempit peluang untuk melakukan pelanggaran. 
Dalam tipe manfaat, pemecahan masalah yang teratasi oleh Pemerintah 
Nagari Tanjung Gadang dalam memberantasi penyakit masyarakat ini dengan 
mengeluarkan kebijakan tersebut dan berhasil diimplementasikan dengan upaya 
intansi pemerintahan memberikan wewenang kepada masyarakat dalam 
penerapannya, dan juga antusias dari  internal (pemerintah nagari) maupun 
eksternal (masyarakat) yang sangat besar dengan mendukung semua proses 
  
berjalannya peraturan nagari tersebut. Setelah beberapa tahun baru Pemerintahan 
Nagari Tanjung Gadang bisa menjalankan peraturan tersebut yang mulanya 
bekerja keras dalam menerapkan dan sampai mendapat dukungan penuh dari 
masyarakatnya sendiri. 
B. Saran  
Dalam proses pengimplementasian sebuah kebijakan pemerintah harus 
memiliki ketegasan kepada kelompok sasaran kebijakan tersebut, apalagi dalam 
proses pemberantasan maksiat dan pelanggaran norma-norma. Apabila 
pemerintah memiliki ketegasan dalam prosesnya, secara tidak langsung para 
kelompok sasaran kebijakan akan mematuhi kebijakan tersebut. Memang tidak 
mudah untuk memberantasi penyakit masyarakat akan tetapi apabila Pemerintah 
Nagari Tanjung Gadang sudah memiliki pemecahan masalah dari awal dengan 
cepat membuat kebijakan larangan dalam pekat tersebut tidak akan ada lagi 
masyarakat yang melanggar dan keluar dari aturan adat dan ajaran agama islam 
sesuai budaya Minangkabau.  
Terlebih kepada masyarakat sendiri untuk senangtiasa disiplin dan bersikpa 
sewajarnya dalam berkehidupan, supaya jangan keluar dari aturan yang ditetapkan 
atau melanggar dari kebijkan yang sudah diterapkan, oleh sebab itu mari kita 
bersama-sama patuh dengan aturan yang ada dan jangan ada lagi masuyarakat 
yang keluar jalur atau menyimpang. Untuk peneliti selanjutnya yang meneliti 
tentang implementasi suatu kebijakan untuk juga melihat dari segi diluar teori ini, 
supaya adanya penyelarasan dan pemecahan masalah yang tepat untuk 
pengimplementasikan suatu kebijakan daerah. 
